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A BSTRACT 
The Health development targets are to accelerate the decrease of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality 
Rate (IMR). In South Kalimantan Province since 1997 to 2000, some area, received Mothercare Programe trials, but the 
MMR and IMR remain so high. This study aimed to analyze policies issued by South Kalimantan Province in efforts to 
decrease the MMR and IMR, because the MMR and IMR are still high enough in comparasion to other provinces. It was 
a descriptive study that retrospectively analyzed policies issued in the past and are still in use. Results showed almost all 
policies on health in 5 (five) Districts in South Kalimantan Province were based on the national policies. The policies issued 
by the District Governments that have a direct association to decrease the MMR and IMR in year 1997 were the District 
Government Decision Letter on Safe Motherhood (GSI/Gerakan Sa yang lbu) with all the activities. The strategy on Making 
Pregnancy Safer (MPS) has not been conducted in all study areas because the information was j ust received in 2004. 
The alternative policies recommended in efforts to decrease the MMR and IMR are 1. It needs a sustainable program in 
the internal of health sector in which the Making Pregnancy Safer (MPS) could be used as basis of integrated efforts to 
decrease the MMR and IMR, 2. Because Safe Motherhood is well known in the community so it should be integrated to 
the MPS, 3. Data information should function more accurately, especially the MMR and IMR to be used for policies. 
Key words: policy, retrospective, accelerating, decrease, MMR and /MR. 
PEN DAHULUAN 
Meskipun kebijakan pembangunan kesehatan 
telah diarahkan dan diprioritaskan pada upaya 
pelayanan kesehatan dasar, yang lebih menitik 
beratkan pada upaya pencegahan dan penyuluhan 
kesehatan, akan tetapi persepsi masyarakat 
cenderung masih tetap berorientasi pada upaya 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
(Peraturan Pemerintah Rl, 2005). Sedang upaya 
mentngkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat 
menciptakan pola hidup sehat (Paradigma Sehat) 
sulit dicapai, karena tidak ditunjang oleh faktor sosial-
ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya masyarakat 
(Sumaryadi Nyoman, 2005) . Sedang sasaran 
pembangunan kesehatan yang akan dicapai antara 
lain meningkatnya secara bermakna umur harapan 
hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 
dan Angka Kematian lbu (AKB), menurunnya angka 
kesakitan beberapa penyakit penting, menurunnya 
angka kecacatan dan ketergantungan, meningkatnya 
status gizi masyarakat, dan menurunnya angka 
fertilitas (Departemen Kesehatan, 1999) 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa 
daerah diberikan keleluasaan dalam merencanakan, 
mengelola anggaran , dan menerbitkan serta 
melaksanakan kebijakan dengan pedoman 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-U ndang 
yang mendukungnya, juga memberikan diskresi 
yang luas kepada daerah untuk menentukan jumlah 
dan membentuk organisasi dan perangkat daerah 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-
masing (Sumaryadi Nyoman, 2005). Selanjutnya 
dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan 
beberapa program kesehatan yang didaerahkan lebih 
mempunyai inovasi yaitu dalam menurunkan AKI 
dan AKB serta tercapainya umur harapan hidup dan 
terpenuh i gizi masyarakat, yang pada tahun 1997 
telah diprakasai adanya proyek Mothercare (Azwar 
A, 2002). 
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